BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuang untuk mengetahui Faktor-Faktor yang Mempengaruhi

Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah. Populasi dalam penelitian

ini yaitu seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pesawaran

sebanyak 22 dinas dan menggunakan sample 9 dinas. Berdasarkan analisis dan

pengujian hipotesis SPSS Versi 20 dan data yang digunakan pada penelitian ini

adalah data berupa kuesioner yang telah diisi oleh para responden. Pada hasil

analisis, pengujian hipetesis dan pembahasan serta penelitian maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1.

Tekanan Eksternal Berpengaruh terhadap Penerapan Transparansi
Pelaporan Keuangan Daerah.

Ketidakpastian Lingkungan Tidak Berpengaruh terhadap Penerapan
Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Komitmen Manajemen Tidak Berpengaruh terhadap Penerapan
Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

Kompetensi Sumber Daya ManusiaBerpengaruh terhadap Penerapan
Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah.

5.2 Saran

Dengan adanya keterbatasan dalam penelitian ini maka saran yang bisa diberikan

untuk memperbaiki penelitian selanjutnya adalah :

1.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah sampel serta
penambahan dengan Organisasi Perangkat Daerah yang berbentuk badan,
sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan
yang nyata.

Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah atau
regulator khususnya mengenai transparansi pelaporan keuangan dan

penerapan serta pengaruhnya terhadap kinerja pemerintah daerah untuk
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kedepannya. Diharapkan dengan adanya penerapan transparansi yang baik
akan memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah sehingga
akan terciptanya pemerintahan yang baik dan tata kelola pemerintah yang
baik juga.

. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variable independen
yang dapat mempengaruhi Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan
Daerah.

. Peran masyarakat sangat perlu agar membentuk suatu oemerintahan yang
baik. Pengelolaan keuangan yang transparan maka diperlukan juga
partisipasi masyarakat didalamnya terkait dengan anggaran dan
pengelolaannya. Karena anggaran merupakan uang dan hak rakyar selaku
pengguna layanan public yang maka masyarakat berhak untuk mengetahui

sumber dan untuk apa saja uang tersebut digunakan.



